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GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SEI,ATAN,

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian
intern di lingkungal Pemerintah Daerah Provinsi
Sumatera Selatan diperlukan penerapan Manajemen
Risiko untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang
baik;

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1)

Peratural Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kepala Perangkat
Daerah wajib melakukan penilaian risiko;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Penerapan Manajemen Risiko;

1. Pasal 18 ayat (6) Undaag-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1814);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20tl tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembararr
Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, teralhir
dengan Undang-Undaag Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2Ol1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apa-ratur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaraa Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 terfiang
Pemerinta,han Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaral Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 727, Tambahan,
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

7. Peraturan Menteri Da-lam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengal Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Nega-ra Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukar dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Sumatera Selatal (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2O2O tentxrg
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan darl Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Selatan (Irmbaran Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2O2O Nomor 3);

9. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2O2O tentang
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat
Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERAPAN
MANAJEMEN RISIKO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera

Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
Provinsi Sumatera Selatan.

5. Inspektorat Daerah Provinsi adalah Inspektorat Daerah
Provinsi Sumatera Selatan.
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6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan
Perjarjian Keqia yang diangkat ole h Pejabat Pembina
Kepegawaian dan diserahi tugas dalam satu jabatan
pemerintaian atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

7. Pimpinan adalah Gubernur, Sekretaris Daerah Provinsi,
Kepala Perangkat Daerah dan Pejabat Satu Tingkat di bawah
Kepala Perangkat Daerah yang memimpin Unit Pemilik
Risiko.

8. Risiko adalah kemungkinan tedadinya suatu peristiwa yang
berdampak negatif terhadap pencapaian sasaran organisasi.

9. Manqjemen Risiko ada-lah budaya, proses dart struktur yang
diarahkan untuk memberikan keyakinan y€rng memadai
dalam pencapaian sasaran organisasi dengan mengelola
risiko pada tingkat yang dapat diterima.

10. Proses Manajemen Risiko adalah penerapan kebijakan,
prosedur dan praktik manajemen yang bersifat sistematis
atas aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan
konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko,
penang€rnan risiko, serta pemantauan dan reviu.

11. Level Risiko adalah tingkatan risiko dari tingkatan yang
paling tinggi sampai dengan tingkatan yang paling rendah
yang ditetapkan Pemilik Risiko.

12. Komite Manajemen Risiko yang selanjutnya disingkat KMR
adalah Komite yang melakukan pengendalian tingkat
kebijakal Provinsi.

13. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah
unit organisasi yang bertanggungiawab melaksanakaa
Manajemen Risiko.

14. Unit Kepatuhan Manajemen Risiko yang selaljutnya
disingkat UKMR adalah Perangkat Daerah yang melakukarr
pengawasan atas pengendalian terhadap penerapan
Manajemen Risiko.

Pasal 2

Tujuan Manqjemen Risiko untuk:
a. meningkatkan kemungkinan pencapaian sasa,ran organisasi

dan peningkatan kinery'a;
b. mendorong manajemen yang proaltif dan antisipatif;
c. memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan

dan perencanaal;
d. meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan

sumber daya organisasi;
e. meningkatkan kepatuhan kepada regulasi;
f. meningkatkan kepercayaa.n para pemangku kepentingan;

dan
g. meningkatkan ketahanan organisasi.

pasal 3
Manfaat Manajemen Risiko untuk:
a. mengurangi kejutan;
b. meningkatnya kesempatan memanfaatkan peluang;
c. meningkatnya kualitas perenc€rnaan dan meningkatkan

pencapaian kinerja;
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d. meningkatnya hubungan yang baik dengan pemangku
kepentingan;

e. meningkatnya kualitas pengambilan keputu san;
f. meningkatnya reputasi organisasi;
g. meningkatnya rasa aman bagi pimpinan dan seluruh ASN;

darr
h. meningkatnya akuntabilitas dan tata kelola organisasi.

Pasal 4

Prinsip penerapa.n Manajemen Risiko terdiri dari:
a. berorientasi pada perlindungan dan peningkatan nilai

tambah;
b. terintegrasi dengan proses organisasi secara keseluruhan;
c. bagian dari pengambilan keputusan;
d. mempertimbangkan unsur ketidakpastian;
e. sistematis, terstruktur dan tepat waktu;
f. didasarkan pada informasi terbaik yang tersedia;
g. disesuaikan dengan keadaarr organisasi;
h. memperhatikal faktor malusia dan budaya;
i. transparan dan inklusif;
j. dinamis, berulang dan tanggap terhadap perubahan; darr
k. perbaikan terus menerus.

BAB II
KERANGKA MANAJEMEN RISIKO

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

(1) Setiap Pimpinan dan ASN Pemerintal Provinsi harus
menerapkan manajemen risiko dalam setiap pelaksanaan
kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran.

(2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan mela,lui:
a. pembentukan struktur manajemen risiko;
b. pengembangan budaya sadar risiko; dan
c. penyelenggaraan proses manajemen risiko.

Bagian Kedua
Pembentukan Struktur Marrajemen Risiko

Pasal 6

(1) Struktur Manqlemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (21 huruf a, terdiri atas:
a. KMR;
b. UPR; dan
c. UKMR.

(2) KMR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri
dari:
a. Komite Eksekutif;
b. Komite Pelaksana; dan
c. Sekretariat Komite.

(3) UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b, terdiri
dari:
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a. Kepala Perangkat Daerah; dal
b. Pejabat Satu Tingkat di bawah Kepala Perangkat Daerah.

(4) UKMR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu
Inspektorat Daerah Provinsi.

(5) Struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
a. menetapkan kebijakan penerapan Manajemen Risiko;
b. menetapkan petunjuk pelaksanaan Manajemen Risiko;

dan
c. melakukan pemantauan dan evaluasi efeldivitas

penerapan Manajemen Risiko.
(6) Struktur Marajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) daa ayat (5) ditetapkan dengal Keputusan
Gubernur.

Bagian Ketiga
Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pasal 7

(l) Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (21 huruf b, harus dikembangkan dalam setiap
pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaraa di seluruh
jajaran Pemerintah Provinsi.

(2) Budaya Sadar Risiko diwujudkaa melalui pemahaman dan
pengelolaan Risiko sebagai bagran dari setiap proses
pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi.

(3) Bentuk pemahaman dan pengelolaan Risiko sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dari setiap proses
pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi,
berupa:
a. komitmen pimpinan untuk mempertimbangkal Risiko

dalam setiap pengambilan keputusan;
b. komunikasi yarrg berkelanjutan kepada seluruh jajaran

organisasi mengenai pentingnya Manajemen Risiko;
c. penghargaaa terhadap mereka yang dapat mengelola

Risiko dengan baik; dan
d. pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses

organisasi.

Bagian Keempat
Pe nyelenggaraan Proses Manajemen Risiko

Pasal 8
(1) Penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko sebagaimala

dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, melalui tahapan sebagai
berikut:
a. komunikasi dan konsultasi;
b. penetapan konteks;
c. penilaian risiko yang meliputi identifikasi risiko, analisis

risiko dan evaluasi risiko;
d. penanganan risiko; dan
e. pemantauan dan reviu.
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(2) Proses Malajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib dilaksana,kan oleh setiap UPR dan diterapkan dalam
suatu siklus berkelanjutan dan mempunyai periode
penerapan selama 1 (satu) tahun.

(3) Pelaksanaan Froses IUanajemen Risiko sebagaimala
dimaksud pada ayat (21 dituangkan dalam Piagam
Manajemen Risiko.

(a) Piagam Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) ditetapkan oleh Pemilik Risiko paling lambat tanggal 31
Januari tahun be{alan.

Pasal 9

Petunjuk teknis pelaksanaan Proses Manajemen Risiko
sebagaimana dimaksud dalar.n Pasal 8 tercantum' dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisaikaa dari
Peraturan Gubernur ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatarnya
dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal t JuIi 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU
Diundangkan di Palembang
pada tanggal I JrIl 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELA?AN

S.A. SUPRIONO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 15

,/-



LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROSES MANAJEMEN RISIKO

I. Pembentukaa Struktur Maaajemel Risiko
Dalam rangka pengendaliaa dan pengawasan pengendalian terhadap
penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi perlu
ditetapkan struktur Manajemen Risiko. Struktur Manajemen Risiko terdiri
dari:
1. KMR Pemerintah Provinsi, yang melakukan pengendalian tingkat

kebijakan Pemerintah Provinsi;
2. UPR, yang melakukan pengendalian tingkat operasional; dan
3. UKMR (Compliance Olfice for Rtsk Managementl, yang melakukan

pengawasan atas pengenda,lian terhadap penerapa.n Manajemen Risiko.

Secara rinci struktur Manajemen Risiko tersebut adalah sebagai berikut:
a. KMR Provinsi

KOIUITE MANA"'EMEN RISIKO

A. Komite Eksekutif
1. Gubernur selaku Ketua
2. Wakil Gubernur selaku Wakii Ketua
3. Sekretaris Daerah dar Ketua Komite Pelaksana selaku

Anggota

B. Komite Pelalsaaa
1. Kepala Perangkat Daerah yang menangani Urusan

Perencalaan Daerah Provinsi selaku Ketua
2. Kepala Perangkat Daerah yang menangani Urusan

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi selaku Anggota

C. Sekretarlat Komite
Biro/Bagian pada Sekretariat Daerah Provinsi yang
menangani Urusan yang terkait dengan Administrasi
Pembangunan selaku Sekretariat KMR

b. UPR

UNIT PEMILIK RISIKO

A. Kepala Peraagkat Daerah

B. PeJabat Satu Tingkat dl barah Kepala Peraagkat
Daerah
1. Kabid, Kabag, Kasi
2. Sekretariat KMR
3. Keiompok Jabatan Fungsional
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III.

C. UKMR
UKMR (Compliance Office for Risk Managementl dilaksanakan oleh
Inspektorat Daerah Provinsi selaku pengawas intern Provinsi.

Perrgembaagaa Budaya Sadar RisiLo
Seluruh jajaran Pemerintah Provinsi wajib mengembangkan

budaya sadar risiko dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka
pencapaian tujual. Budaya sadar risiko tersebut dimanifestasikan
dengan adanya pemahaman dan pengelolaaa risiko sebagai bagian dari
setiap proses pengambilan keputusan pada seluruh tingkat organisasi.

Pemimpin harus berkomitmen untuk mempe rtimbangkan risiko
dalam setiap pengambilan keputusan. Komitmen pemimpin ditingkatkan
dengan meningkatkan pemahaman atas risiko dan manajemen risiko
serta pemahaman atas nilai-nilai pengelolan risiko. Komitmen tersebut
ditunjukkan antara lain dengan memastikan bahwa sumber daya
organisasi tersedia secara mencukupi bagi penerapan Manajemen
Risiko. Sumber daya oganisasi tersebut antara lain berupa dana, sumber
daya manusia, serta perangkat pendukung penerapan Manajemen Risiko
seperti struktur organisasi, tata keq'a, kebijakan, pedoman, dan strategi
peneraparl manajemen risiko.

Peayeleaggaraan Proses ManaJemea Risiko
Proses manajemen risiko merupakan penerapan kebijakan,

prosedur, dan prattik manajemen yang bersifat sistematis atas aktivitas
komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, identifikasi risiko,
analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, serta pemantauan
dal reviu. Proses manajemen risiko dilakukal oleh seluruh jajaran
manajemen dal segenap ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi.

Keterkaitan anta-r tahapan proses manajemen risiko dapat
digambarkan sebagai berikut:

A. Komullkasl daa Konsultasi
Komunikasi dan konsultasi dilalukan di setiap tahapan proses

Manajemen Risiko, baik kepada para pemangku kepentingan internal
maupun pemangku kepentingan eksternal.

Bentuk komunikasi dan konsultasi antara lain:
1. rapat berkala;
2. rapat insidental;
3. focused group disanssion; dan
4. forum Manajer Risiko.
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Pelaksanaan komunikasi dan konsultasi merupakan tanggung
jawab Koordinator Risiko pada masing-masing UPR.

B. Penetapan Koateks
Penetapan konteks dilakukan dengan cara menjabarkan tujual,

mendefinisikan parameter internal dan eksternal yang akan
dipertimbangkan dalam mengelola Risiko, serta menetapkan cakupan
dan kriteria Risiko untuk proses selanjutnya.

1. Tahapan penetapan Lonteks meliputi:
a. menentukan ruang lingkup dan periode penerap€rn

Manajemen Risiko, yakni:
1) Ruang lingkup penerapan Manajemen Risiko yang berisi

tugas dan fungsi unit terkait.
2l Periode penerapan Manajemen Risiko berisi tahun

penerapan Manajemen Risiko tersebut.
b. menetapkan sasaran organisasi, yakni:

Penetapan sasaran organisasi dilakukan berdasarkan
sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis,
dan Rencana Keda serta dokumen perencanaan strategis
lainnya, termasuk Kegiatan Strategis Daerah.

c. menetapkan struktur UPR, yakni:
Struktur UPR mengacu pada struktur UPR yang berlalu di
lingkungan Pemerintah Provinsi.

d. mengidentifikasi stakeholder, yalni:
Identifi kasi stakeholder diperlukan untu k memahami pihak-
pihak yang berinteraksi dengal organisasi dalam
pencapaian sasa-ran. Hal yang perlu dituangkan dalam
identifikasi stakelolder meliputi siapa saja stakelalder unit
dan hubungan organisasi dengan stakeholder tersebut.

e. mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, yakni:
mengidentifikasi peraturan perundang-undangal yang
terkait identifikasi peraturan perundang-undangan
diperlukal untuk memahami kewenangan, tanggung jawab,
tugas dan fungsi, kewajiban hukum yang harus
dilaksanakan oleh orgalisasi beserta konsekuensinya.

f. menetapkan Kategori Risiko, yakni:
Kategori Risiko diperlukan untuk menjamin agar proses
identifikasi, analisis, dan eva-luasi Risiko dila.kukan secara
komprehensif. Penentuan Kategori Risiko didasarkan pada
penyebab Risiko. Kategori Risiko di lingkungan Pemerintah
Provinsi meliputi:

Kategorl
Riciko

Risiko
Fiskal

Risiko yang disebabkan oleh segala sesuatu yang dapat
menimbulkan tekanan fiskal terhadap Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik yang
berasal dari deviasi APBD maupun kew4'iban
kontinjensi Pemerintah Provinsi atau sumber risiko
fiskal sebagaimana dinyata-kan dalarn Nota
Kesepahaman

Risiko
Kebijakan

Risiko yang disebabkan oleh adanya penetapan
kebliakan organisasi atau kebilakan dari intemal
maupun eksternal organisasi yang berdarnpak langsulg
lerhadap organisasi.

Risiko
Kepatuhan

Risiko yang disebabkan organisasi atau pihak eksternal
tidak mematuhi dan/ atau tidak melaksanakan
peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain
yang berlaku.

Keteraagan
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Risiko
Legd

Risiko yang disebabkan oleh adanya tuntutan hukum
kepada organisasi.

Risiko
Fraud

Risiko yang disebabkan oleh kecurangan yang diseng3ja
oleh pihak internal yang merugikan keua.ngan daerah.

Risiko
Reputasi

Risiko yang disebabkan oleh menurunnya tingkat
kepercayaan pemangku kepentingan eksternal yang
bersumber dari persepsi negatif terhadap orgarrisasi.

Risiko
Operasional

Risiko yang disebabkan oleh:
a. ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses

internal, kesalahan manusia, dan kegagalan sistem.
b. adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi

operasional organisasi

g. menetapkan Kriteria Risiko, yakni:
Kriteria Risiko disusun pada awal penerapan proses
Manajemen Risiko dan harus ditinjau ulang seca.ra berkala,
serta disesuaikan dengan perubahan kondisi organisasi.

Kriteria Risiko mencakup Kriteria Kemungkinan
teq'adinya Risiko dan Kriteria Dampak, dengan ketentuan
sebagai berikut:
1) Ikiteria Kemungkinan tedadinya Rtsiko (likelihood\

a) Kriteria Kemungkinan terjadinya Risiko (likelihood)
dapat menggunakan pendekatan statistik
Qtrobabilitgl, frekuensi kejadian per satuan waktu
(hari, minggu, bulan, tahun), ata,u dengan expert
judgement.

b) Penentuan peluarg te{adinya Risiko di lingkungaa
Pemerintah Provinsi menggunakan pendekatan
kejadian per satuan wattu, yakni dalam periode I
(satu) tahun. Ada dua kriteria penentuan
kemungkinan yaitu berdasa-rkan persentase atas
kegiatan/ transaksi/ unit yang dilayani dalam I (satu)
tahun dan jumlah frekuensi kemungkinan te{adinya
dalam 1 (satu) tahun.

c) Level Kriteria Kemungkinan tedadinya Risiko di
lingkungan Pemerintai Provinsi meliputi:

LEVEL
I{EMUITGKINAN

KRITERIA KEMUNGKINAN

Persontaso
kemungklnan

terJadtnya dalam
l perlode

Haapir tidat
terJadi (11

x 5"/o
Sangat jarang: < 2 kali

dalarn I tahun

Jaraag terJadi
l2l

E/o < x <l@/o
Jararrg:. 2 kali s.d. 5 kali

dalam 1 tahun

Kadang
terJadt (31

l@/o < x< 2@/o
Cukup sering: 6 s.d. 9

kali dalarn I tahun

Sering terJadt
(41

2U/o < x SU/o
Sering: 10 kali s.d. 12 kali

dalam I tahun

Hamptr pa.sti
terjadt (51

x > 50/o
Sangat sering: > 12 kali

dalam 1 tahun

I

Jurala.h frekuensl
kemr''gLlnaa tedadlnya

dalam I perlode
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d) Penggunaan Kriteria Kemungkinar ditentukan oleh Pemilik
Risiko dengan pertimbangan sebagai berikut:
(1) Persentase digunakan apabila terdapat populasi yang jelas

atas kegiatan tersebut.
(2) Jumlah digunakan apabila populasi tidak dapat ditentukan.

2) Kriteria Dampak (con seqtencesl
Kriteria Dampak dapat diklasifikasi dalam beberapa area dampak
sesuai dengan jenis kejadian Risiko yarrg mungkin te{adi.
a) Area dampak yang terdapat di lingkungan Pemerintah Provinsi,

berdasarkan area dampak yang memiliki bobot tertinggi hingga
terendah, meliputi:
(1) Beban keuangan daerah

Dampak Risiko berupa jumlah tambahan pengeluaran
daerah baik daiam bentuk uang dan seta-ra ua-ng, surat
berharga, kewajiban, dan barang yang disebabkan oleh

fraud dan non fraud yang diukur dengan:

{ll fraud, pengukuran dampak berdasarkan angka mutlak
sebagaimana dalam tabel Kriteria Dampak.

(21 rcn fraud, pengukuran dampak berdasarkan persentase

dari anggaran / aset yang dikelola oleh unit tersebut,
misalnya Badan Pendapatan Daerah terhadap target
pajak daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah terhadap aset daerah yang dikelola, Dinas Bina
Marga terhadap anggaran pembangunan jalaa, Dinas
Pendidikan terhadap angga-r€rn pemeliharaan prasarana
dan sarana pendidikan.

(2) Penurunan reputasi
Dampak Risiko berupa rusaknya citra/nama baik/ wibawa
Pemerintah Provinsi yang menyebabkaa tingkat kepercayaan
masyarakat menurun.

(3) Sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif
Dampak Risiko berupa hukuman yang dijatuhkan atas
perkara di pengadilan baik menyangkut ASN atau
organisasi.

(4) Kecelakaan Kerja
Dampak Risiko berupa gangguan fisik dan mental yang
dialami ASN dalam pelaksarraal tugas kedinasan.

(5) Gangguan terhadap layanan organisasi
Dampal< Risiko berupa simpangan dari standar layanan
yang ditetapkan Pemerintah Provinsi.

(6) Penurunan kinerja
Dampak Risiko berupa tidak tercapainya target kinerja yang
ditetapkan dalam kontrak kineda ataupun kinerja lainnya.
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b) Level Kriteria Dampal< bagi setiap UPR ditetapkan sebagai berikut:

AREA DAMPAK
LEVEL DAMPAK

Tidak Signifikan (1) Minor (2) Moderat (3) Signifikan (4) Sangat Signifikan (5)

Beban
Keuangan

Daerah

Fraud Rp.1 juta s x < Rp. '1 Milyar X > Rp.1 Milyar

Non
Fnud x < 0,01 permil 0,01 permil <x<0,'1 permil 0,1 permil <x<l permil l permil <x<10permil > 10 permil

Penurunan
Reputasi

Jumlah keluhan secara
langsung lisen (dapat

didokumentasikan) tertulis ke
organisasi s 10
Tingkat kepercayaan
sfakchorder/investor sangat
baik
Tingkat kepuasan pengguna

layanan sebesar4,5 < xs 5
(skala 5)

. Jumlah keluhan secara
langsung lisan (dapat
didokumentasikan) tertulis ke
organisasi > 10

. Tingkat keperaayaan
stekcho/del investor baik

. Tingkat kepuasan pengguna
layanan sebesar 4,25 < x s
4,5 (skala 5)

. Pemberitaan negatif di media
sosial

. Pemberitaan negatif di media
massa lokal

. Tingkat kepercayaan
slakcho/derl investor sedang

. Tingkat kepuasan pengguna
layanan sebesar4 < x 54,25
(skala 5)

Pemberitaan negatif di
media massa nasional dan
internasional
Tingkat kepercayaan
stakcho/del investor
rendah
Tingkat kepuasan
pengguna layanan sebesar
3,5<xs4(skala5)

Tingkat kepercayaan
stakcho/derl investor sangat
rendah
Tingkat kepuasan pengguna
layanan sebesar s 3,5
(skala 5)

Sanksi Pidana,
Perdata, dan/atau

Administrasi

Pidana < 5 Tahun
Perdata < 100 lvl

Administratif tergugat
adalah eselon l, ll atau
Pejabat yang setara

Pidana > 5 Tahun
Perdata > '100 M
Administratif tergugat adalah
Gubernur/wagub

Kecelakaan Kerja Ancaman psikis Cedera fisik dan mental
ringan

Cedera flsik dan mental
sedang

Cedera fisik dan mental
berat

Kematian

Gangguan
Terhadap
Layanan

x<5%darijam
operasional layanan harian

5 0/6 < x < '15 0/6 dari jam
operasional layanan harian

15 % < x < 35 0/6 darijam
operasional layanan harian

35%<x<50%darijam
operasional layanan harian

x > 15 % dari jam
operasional layanan harian

Penurunan
Kinerja

x>950/o 90%<x<95o/o 800/6<x<90% 75oksx<80o/o x<75ok

I Admrnistrahf tergugat adalah I

I pejabat eselon lll kebawah, I

I atau pqabat yang setara I

I
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h. menetapkan Matriks Ana-lisis Risiko dan Level Risiko, yaitu :

1) Kombinasi antara level dampak dan level kemungkinan
menuniukkan besaral Risiko.

2) Penuangan besaran Risiko dilakukan dalam Matriks Analisis
Risiko untuk menentukan Level Risiko.

3) kvel kemungkinar terjadinya Risiko, level dampak, dan
Level Risiko masing-masing menggunakan 5 (lima) skala
tingkatan (level).

4) Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko di lingkungan
Pemerintah Provinsi sebagaimana tabel berikut:

MatriL Analisa Risi&o

Level Risiko
Level Rlsl&o Besaran Risiko Warna

Sangat Tingei (5)

Tinssi (4) 16-19
Sedarg (3) t2-t5 Kuning

Rendah (2) 6 - 11

Sangat Rendah ( 1) 1-5 Bim

i. Menetapkan Selera Risiko
1) Selera Risiko menjadi dasar dalam penentuan toleransi

Risiko, yakni batasan besaran kuantitatif level kemungkinan
terjadinya dan dampak Risiko yang dapat diterima,
sebagaimana dituangkan pada Kriteria Risiko.

2) Penetapan Selera Risiko untuk setiap Kategori Risiko berlaku
ketentuan sebagai berikut:
a) Risiko pada level rendah dan sangat rendah dapat

diterima dan tidak perlu dilakukan proses mitigasi risiko.
b) Risiko dengan level sedang hingga sangat tinggi harus

ditangani untuk menurunkan Level Risikonya.
c) Selera Risiko sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan

(b) digambarkan sebagai berikut:

Matrtt Analtsls
Rtst.ko
5xs

Level Dampat
I 2 3 4 5

Tidak
Sienif-kan Minor Moderat Signifitan Sangat

Sigrifikan

9rti?e
U.ia =cRt/)f iE
v

1 Hampir Pasti Terjadi 15 l8
2 Sering Terjadi r2 16 19

Kadang Terjadi + l4 t7
4 Jarang Terjadi 2 13

Hampir Tidak Terjadi 1 3 5

atrik Aaalisis
Risiko
DX5

Level Daapak
1 2 3 4 5

Tidak
Sigrifikan Minor Modemt S,grifikarl Sangat

Signilikan

o
c*
2N

F

1 Hampir Pasti Terjadi l5 1a

2 Sering Terjadi 12 l6 l9
3 Kadsng Terjadi 4 14 t7
4 Jarang Terjadi 2 l3
5 HaEpii Tidak Teriadi I 3 :)

Area penerimaan risiko

u
b0

tr
E
h0

6

J(
o

d
q)

Merah

I orange

Hrjau

20-25

9 23 25

2+6
2210
2711
208

25

24

10 22
tl 21

20



2. Tahapan penetapan konteks Manajemere Risiko
dituaagkan dalam Formulir Konteks Manajeoen Risiko,
sebagai berikut:

Konteks Uanajemea Risiko

Unit Organisasi
Lingkup Penerapan
Periode Penerapan

1, Sasaran Organisasi

Daftar Sasaran Keterangan
I <lsi dengan nama sasaran> <lsi dengan penjelasan singkat

tentang sasaran>
Dst.

2. Strulrhrr Organisasi Penerapan Manajemen Risiko
Pemilik Risiko :

Koordinator Risiko :

Manajer Risiko :

3. Daftar Pemangku Kepenting (Stakeltolder)

Stakeholder Hubungan
1 <lsi dengan nama

stakeholder >

<lsi dengan hubungan antara unit
derr^garf stakeholder tersebut>

Dst.

4. Daftar Peraturan Perrndang-undargan ydrg terkait
No. Peraturan Terkait Amanat Peraturan yang Terkait Unit

<lsi dengan nama peraturan
yang terkait proses bisnis>

<lsi dengan amanat atau ketentuan
yang diatur oleh peraturan tersebut
terkait tugas dan fungsi unit
ters€but>

Dst.
<diisi berdasarkan kriteria kemungkinan

pada unit organisasi tersebut berdasarkan
ketentuan dalam keputusan ini>

No LEVEL KEMUNGKINAN KT]]'T]RANGAN
1 Ha'npir Tidak Teqjadi
2 Jarang Terjadi
3 Kadang-kadang Terjadi
4 Sering Teq'adi

<diisi berdasarkan kriteria kemungkinan
pada unit organisasi tersebut berdasarkan

ketentuan dalam keputusan ini>

Hampir Pasti Terjadi

No. LEVEL DAMPAK AREA DAMPAK RISIKO
1 Tidang signifikan
2 Minor
3 Moderat
4 Signiflan

Sangat Signiflkan

5. Kriteria Risiko
A. KriteriaKemurgkinan

B. Kriteria parnpak

6. Malriks Analisis Risiko dan Level Risiko
<diisi sesuai dengan Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko yang ditetapkan dalam
keputusan ini>

7. Selera Risiko
<diisi sesuaa dengan Selera Risiko yang ditetapkan dalam keputusan ini>

-8,

No.

1.

I

I

No.

5.



o_

C. Penilalan Risiko

1. Identfflkasi Risito
a. Tahapan identifikasi risiko, meliputi:

1) Memahami sasaran organisasi;

Sasaran organisasi meliputi sasaran strategis UPR dan

sasa.ran lainnya yang mengacu pada dokumen perencanaan

Pemerintah Provinsi, diantaranya Rencana Pembangunaa

Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Ke{a

Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra), dan

Kegiatan Strategis Daerah.

2) Mengidentifikasi kejadian Risiko (nsk euenf);

Kejadian Risiko dapat berupa kesalahan atau kegagalan yang

mungkin terjadi pada tiap proses bisnis, pelaksanaan inisiatif

strategis, atau faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian

sasaran organisasi. Kejadian Risiko ini selanjutnya disebut

Risiko. ldentifikasi Risiko dilakukan dengan memperhatikan

Risiko yang tery'adi pada tahun sebelumnya sebagaimana

tercatat dalam loss euert database (LEDI. Format LED

sebagaimana tercantum dalam huruf E angka 2 huruf b angka

2) huruf c).

3) Mencari penyebab;

Berdasarkan Risiko yang telah diidentifikasi, dilakukan

identifikasi akar masalah yang menyebabkannya. Pemahaman

mengenai akar masalah akan membantu menemukan

tindakan yang dapat dilakukan untuk menangani Risiko.

Metode yang dapat digunakan misalnyaTtshbone diagram.

4) Menentukan dampak; dan

Berdasarkan Risiko, dilakukan identifikasi dampak negatif
yang mungkin te{adi. Dampak merupakan akibat langsung

yang timbul dan dirasakan setelah Risiko te{adi. Apabila

terdapat beberapa dampak langsung, ditetapkan satu dampak

yang paling besar pengaruhnya terhadap pencapaian sasaran.

Penentuan area dampak mengacu pada Kriteria Dampak.

5) Menentukan Kategori Risiko.

Berdasarkan Risiko yang telah diidentifikasi, ditetapkan
Kategori Risiko. Setiap UPR wajib memiliki Kategori Risiko.
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b. Tahapan identifikasi Risiko dituangkan pada Formulir Profil dan Peta Risiko, sebagai berikut:

Formullr ProIIl dan Peta Rlstko
Unit organisasi
Periode Penerapan

r < isi dengan nama UPR >

l < isi dengan tahun penerapan Prolil Risiko >

A. ProIll Rtsiko

B. Peta Rl3lko

DIat L Anallrt.
Rl3lko
5n5

Level Dampa-L

1 2 3 4
Tidak

Signilikarr Mirol' Moderat Signifikorr
Sangat

Siqnifikan

c

Fo.I
:t
"lta
,
I

1
Harnpir

Pasti
'feriadi

*,. IA

2 Seriog
Teriadi

t2 t6 *,,

3 Kadarg
Teriadi

4 t4 t7

4 ,ralang
Te adi

2 l3

5 Flarn pir
Tidak

Teriadi

1 il 5

Sasatan
organisa

si

Risiko
Kategori
Risiko

SisteE
Pengendalian

yang
Dila-kssnakan

lienrungkinan l):lr pak
t,evel

Risiko
I_lesaran
Risil<o

Prioritas
Risiko

I(epatuhan
PenangaJtanNo Kcja(liar) Penvebab I )anr pak tLvcl Peqjelasan I.cvcl Penjelasart

dengan
<isi dengan

nalna
kejadian
risiko>

<isi
dengan

penyebab
terjadiny

a
kejadian
risiko>

<isi
dengan
dsmpak

.isiko
sesuai
area

dampak
yang
ada>

<isi
dengan
kategorl
risiko>

<isi dengan
nama

peratrrrar,
SoP, aplikasi

y6Jlg
be.fungsl
sebagai
sistem

Irngendalian

<isi
dengai

lisiko>

<isi
dengan
alasan

penjelasa
nLK

dsiko>

<isi
dengan

I,D
Iisiko>

<isi
dengan
alasar

penjelasa
nLD

risiko>

<isi
d(-.ugar r

l,R>

<isi dengan
t esara!
risiko>

<isi deng&l
prioritas

risiko
berdasarkan
pengurutar

risiko>

<isi dengan
Ya atau

'lldak jjka
dilaksarlaka

n dengan
sesuai

rencalla>

lieterangajl ft rncnuniukkan urutan prioritas Risiko

I

I

I

I

5

259

6 24

22

2tll

a
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2. Aaallsls Risiko
a. Tahapan analisis Risiko meliputi:

1) Menginventarisasi sistem pengendalian intern yang telah dilaksanakan
a) Sistem pengendalial intern mencakup perangkat manajemen yang

dapat menurunkaa tingkat kerawanan atau Level Risiko dalam
rangka pencapaian sasaran organisasi. Sistem pengenda-lian intern
yang efektif bertujuan untuk mengurangi level kemungkinan
teq'adinya Risiko atau level dampak.

b) Sistem pengendalian intern dapat berupa fiandard Operating
Procedure (SOfl, pengawasan melekat, reviu be{enjang, regulasi,
dan pemantauan rutin yang dilaksanakan terkait Risiko tersebut.

2) Mengestimasi level kemungkinan Risiko
a) Estimasi level kemungkinan Risiko dilakukan dengan mengukur

peluang terjadinya Risiko dalam satu tahun setelah
mempertimbangkan sistem pengendalian intern yang dilaksanakan
dan berbagai faktor atau isu terkait Risiko tersebut. Estimasi juga
dapat dilakukan berdasarkan analisis atas data Risiko yang teq'adi
pada tahun sebelumnya sebagaimana dituangkan d,alam LED.

b) Level kemungkinan Risiko ditentukan dengan membandingkan
nilai estimasi kemungkinan Risiko dengan Kriteria Kemungkinan
Risiko.

3) Mengestimasi level dampak Risiko
a) Berdasarkan dampak Risiko yang telah diidentifikasi pada tahap

identifikasi Risiko, ditentukan area dampak yang relevan dengan
dampak Risiko tersebut. Estimasi level dampak Risiko dilakukan
dengan mengukur dampak yang disebabkan apabila Risiko teq'adi
dalam 1 (satu) tahun setelai mempertimbangkan sistem
pengendalian intern yang dilaksanakan dan berbagai faktor atau
isu terkait Risiko tersebut. Estimasi juga dapat dilakukan
berdasarkan ana-lisis atas data Risiko yalg terjadi pada tahun
sebelumnya sebagaimana ditualgkan dalam LED.

b) Level dampak Risiko ditentukan dengan membandingkan nilai
estimasi dampak Risiko dengan lGiteria Dampak Risiko.

4) Menentukan besaran Risiko dan Level Risiko
a) Besaran Risiko dan Level Risiko ditentukan dengan

mengombinasikan level kemungkinan dan level dampak Risiko
dengan menggunakan rumusan dalam Matriks Analisis Risiko.

b) Berdasarkan pemetaan Risiko tersebut, diperoleh Level Risiko yang
meliputi sangat tinggi (5), tinggi (a), sedang (3), rendah (2), atau
sangat rendah (1).

5) Menyusun peta Risiko Peta Risiko merupatan gambaran kondisi
Risiko yang mendeskripsikan posisi seluruh Risiko dalam sebuah charr
berupa suatu diagram kartesius. Peta Risiko dapat disusun per Risiko
atau per Kategori Risiko.

b. Tahapan analisis Risiko dituangkan pada Formulir profil dan peta Risiko
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3. tvaluasl RisiAo
a. Tahapan eva-luasi Risiko meliputi:

1) Menyusun prioritas Risiko berdasarkal besaran Risiko dengan
ketentuan:
a) Besaran Risiko tertinggi mendapat prioritas paling tinggi.
b) Apabila terdapat lebih dari satu Risiko yalg memiliki besaran

Risiko yang sama maka prioritas Risiko ditentukan berdasarkan
urutan area dampak dari yang tertinggi hingga terendah sesuai

Kriteria Dampak.
c) Apabila masih terdapat lebih dari satu Risiko yang memiliki

besaran dan area dampak yang sama maka prioritas Risiko
ditentukan berdasarkaa umtan Kategori Risiko yalg tertinggi
hingga terendah sesuai Kategori Risiko.

d) Apabila masih terdapat lebih dari satu Risiko yartg memiliki
besaran, area dampak, dan kategori yang sama maka prioritas
Risiko ditentukan berdasarkan pertimbangan pemilik Risiko.

2) Menentukan Risiko utama
Risiko yang berada di luar area penerimaaa Risiko dan perlu ditangani
disebut dengan Risiko utama. Jika l,evel Risiko berada pada area
penerimaan Risiko, maka Risiko tersebut tidak perlu ditangani.

b. Tahapan evaluasi Risiko dituangkan pada Formulir Profil dan Peta Risiko.

D. Peaangaaaa Rislko
1. Tahapan penaaganan rlslko mellputl :

a. Memilih opsi penanganan Risiko yang akarr dijalankan. Opsi penanganan
Risiko dapat berupa:
1) Mengurangi kemungkinan terjadinya Risiko, yaitu penanganan

terhadap penyebab Risiko agar peluang tery'adinya Risiko semakin
kecil. Opsi ini dapat diambil dalam hal penyebab Risiko tersebut
berada dalarn kendali interna.l UPR.

2) Menurunkan dampak teq'adinya Risiko, yaitu penangaaan terhadap
dampak Risiko apabila Risiko tedadi agar dampaknya semakin kecil.
Opsi ini dapat diambil dalam hal UPR mampu mengurangi dampak
ketika Risiko itu tery'adi.

3) Mengalihkan Risiko, yaitu penanganan Risiko dengan memindahkan
sebegian atau seluruh Risiko, baik penyebab dan/ atau dampaknya,
ke instansi/entitas lainnya. Opsi ini diambil dalam hat:
a) pihak lain tersebut memiliki kompetensi terkait hal tersebut dan

memahami Level Risiko atas kegiatan tersebut;
b) proses mengalihkaa Risiko tersebut sesuai ketentuan yang

berlaku; dan
c) penggunaan opsi ini disetujui oleh atasan pemilik Risiko

4) Menghindari Risiko, yaitu penangan€rn Risiko dengan
mengubah/menghilangkan sasa-ran dan/ atau kegiataa untuk
menghilangkan Risiko tersebut. Opsi ini diambil apabila:
a) upaya penurun€rn Level Risiko di luar kemampuan organisasi;
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b) sasaran atau kegiatan yang terkait Risiko tersebut bukan
merupakan tugas dan fungsi utama dalam pelaksanaan visi dan
misi organisasi; dan

c) penggunaan opsi ini disetujui oleh atasan pemilik Risiko.
5) Menerima Risiko, yaitu penanganan Risiko dengan tidak melakukan

tindakan apapun terhadap Risiko tersebut. Opsi ini diambil apabila:
a) upaya penurunan Level Risiko di luar kemampuan organisasi;
b) sasaran atau kegiatan yang terkait Risiko tersebut merupakan

tugas dan fungsi utama da-1am pelaksanaan visi dan misi
organisasi; dan

c) penggunaaa opsi ini disetujui oleh atasan pemilik Risiko.

Opsi penanganan Risiko dapat merupakan kombinasi beberapa opsi

tersebut dan sedapat mungkin diarahkan untuk menguraagi
kemungkinan teq'adinya Risiko. Prioritas opsi penanganan Risiko yang
dipilih ditentukan berdasarkan urutan opsi penanganan sebagaimana
tersebut di atas.

b. Menyusun rencana aksi penangalan Risiko
1) Berdasarkan opsi penanganan Risiko yarg telah dipilih, disusun

rencana aksi penanganan Risiko. Rencana aksi penanganar Risiko
terdiri atas rencana aksi penanganan Risiko yang diturunkan dari
unit organisasi yang lebih tinggi dan yang ditetapkan pada unit
orgalisasi tersebut.

2\ Rencana aksi penanganal Risiko bukan merupakan pengendalian
intern yang sudah dilaksanatan. Da-lam hal penanganan Risiko
yang telah dilaksanakan tidak dapat menurunkan Level Risiko maka
diperlukan penetapan rencana aksi penanganan Risiko yang baru.
Pemilihan rencana aksi penanganan Risiko mempertimbangkan
biaya dan manfaat atau nilai tambah yang diberikan bagi organisasi.

3) Rencana aksi tersebut harus memuat informasi berikut:
a) kegiatan dan tahapan kegiatan berdasarkan opsi penanganan

yang dipilih;
bl output yang diharapkaa atas kegiatan tersebut;
c) target kuantitatif sesuai output yang telah ditetapkan;
d) jadwal implementasi kegiatan penanganan Risiko; dan
e) penanggungjawab yang berisi unit yang bertanggungjawab dan

unit pendukung atas setiap tahapan kegiatan pen€rnganan
Risiko.

4l Penanganan yalg berhasil menurunkan kemungkinan dan/atau
dampak dimasukkan sebagai aktivitas pengendahan pada periode
berikutnya, kecuali rencana penanganan Risiko yang sifatnya
proyek.

5) Selain rencana penangan€rn Risiko, suatu organisasi perlu
merumuskan rencana kontinjensi. Hal ini berupa langkah kegiatan
atau proses dalam mengatasi keadaan darurat yang mempunyai
dampal< luar biasa dan mengakibatkan keadaan kritis bagi
organisasi.
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6) Rencana kontinjensi seca-ra umum terdiri atas 3 (tiga) langkah
yalni:
a) langkah dalam menangani krisis setelah bencana terjadi

(tanggap darurat);
b) kegiatan atau proses pemulihan keadaan organisasi dalam

kondisi darurat;daa
c) langkah atau proses pemulihan keadaan organisasi akibat krisis

atau bencana yang tedadi ke tingkat normal.
7l Penetapan rencana kontinjensi dilakukan seca,ra tahunan yang

dituangkan dalam format sebagai berikut:

Format Rencaua Koatijensi

Rencana Kontijeasi
Jerris Bencana :

Uraian Kegiatan Tanggap Darurat
Qtenanga nan knsrs setelah Ri siko Terjad\

Penanggung Jawab

Uraian kegiatan pemulihan keadaan
organisasi

dalam kondisi darurat

Penanggung Jawab

Uraian kegiatan pemulihan keadaan organisasi
ke tingkat normal

Penanggung Jawab

c. Menetapkan Level Risiko residual harapan
Level Risiko residual harapan merupakan ta,rget Level Risiko apabila
penanganan Risiko telah dijalalkan. Penetapan Level Risiko residua-l
mempertimbangkan perubahan level kemungkinan dan level dampak.

d. Menjalankan rencana aksi penanganan Risiko
Rencana aksi penanganan Risiko yang disusun harus diialalkan oleh
pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakaanya sesuai dengan
jadwal implementasi bagi masing-masing rencana aksi penanganan
Risiko.

e. Memantau Risiko tersisa
Setelah kegiatan penanganan Risiko dilaksanalan secara optimal,
masih terdapat Risiko yang tersisa. Risiko ini harus diketahui dan
dipantau perkembalgannya.

I
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2. Tahapan proses penangarran Rislko dituangkan pada Formulir Penaaganan Risiko sebagal berikut:

Formulir Peaanganau Risiko

Unit Organisasi
Periode Penerapan

: < isi dengan nalna UPR >
; < isi dengan tahun penerapan Prolil Risiko >

Keterangan : LK : Level Kemungkinan; LD : l,evel Dampak; LR : l,evel Risiko

Priorlta!
Rtslko

Rencafla Penangana! Rklko Resldusl llarapat!

Opsl
Penangsrran

Ri!iko

Rencana ALd
Penanganan

Rlrlko
Output Target Jadwal

lmplemcnta
ri

Penarr88ung
Jawab

LK LD LR

<isi dengan
prioritas

Risiko yang
perlu

ditangani/
Risiko utama

sesuai
formulir

profil dan
peta risiko>

<isi dengan
opsi

penanganan
Risiko yang

dipilih>

<isi dengan
nama k iatan
dan tahapan

kegiatan
Penaqganan

Risiko>

<isi dengan
outprn yang
diharapkan

atas kegiatan
tersebut>

<isi dengan
target sesuai
otttput ya\g

telah
ditetapkan>

<isi dengan
jadwal

pelaksanaan
setiap

kegiatar!>

<isi dengan
unit yang

bertanggung
jawab dan

unit
pendukung
atas setiap
tahapan
kegiatan

penanSanall
Risiko>

<isi dengan
level

kemungkina
n Risiko
apabila
tencana

Penanganan
telah

dilaksanakan

<isi dengan
level dampak
Risiko apabila

rencane
penanSanan

telah
dilaksanakan>

<isi dengan
level Risiko
terdiri atas

sangat tinggi
hingga sangat
rendah apabila

rencana
penanganan

telah
dilaksanakan>

I

I
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E. Pem.antauan dan Rerziu

1) Bentuk pemantauan dan reviu terdiri atas:

a. Pemantauan berkelanjutan (on-going monitoingl

Unit Pemilik Risiko secara terus menerus melalukan pemantauan atas

seluruh faktor-faktor yang mempengaruhi risiko dan kondisi

lingkungan organisasi. Apabila terdapat perubahan organisasi yang

direncanakan atau lingkungan ekstemal yang berubah, maka

dimungkinkan teq'adi perubalan dalam:

1) Konteks organisasi.

2) Risiko yang te4'adi atau tingkat prioritas Risiko.

3) Sistem pengendalian intern dan penanganan Risiko.

Dalam hal te{adi perubahan yalg signifikan, dimungkinkan

dilakukan penilaian ulang atas Profil Risiko. Pemantauar dilakukan

secara harian dan menjadi bagran da,lam proses bisnis organisasi.

b. Pemantauan berkala

l) Pemantauan berkala dilakukal secara triwulan yaitu pada bulan

April, Juli, Oktober, dan Januari pada tahun berikutnya.

Pemantauan secara triwulan dilalukan untuk memantau

pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan

besaran/ Level Risiko.
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2) Laporan pemantauan triwulan dan tahunan dituangkan pada format sebagai berikut:

Formulir Laporan Pemantauan Triwulan <isi dengan Triwulan l, ll, lll atau lV>

Unit Organisasi
Periode Penerapan

< isi dengan nama UPR >
< isi dengan tahun penerapan Profil Risiko >

Keterangan r LK: Level Kemungkinan; LD : Level Dampak; LR : Level Risiko

Prioritas Risiko

Penanganan Risiko Status Risiko

Aksi/
Pengendalian Output Target Realisasi

Waktu
lmplementasi

Penangung
Jawab Tren

Outlook
Besaran/ Level

Risiko

<isi dengan
prioritas Risiko

yang perlu
penanganan

sesuai formulir
profil dan peta

risiko>

<isi dengan opsi
penanganan
Risiko yang

dipilih>

<isi dengan
output yang

diharapkan atas
kegiatan

tersebut>

<isi dengan
realisasi

pelaksanaan
rencana

penan9anan
Risiko>

<isi dengan waKu
pelaksanaan

setiap kegiatan>

<isi dengan unit
yang bertanggung

jawab atas
pelaksanaan

rencana
penanganan>

<isi dengan tren
Risiko>

<isi dengan
perkiraan nilai
besaran Risiko

dan level Risiko>

<isi dengan
rencana JUmlah

pelaksanaan
kegiatan

tersebut>

I
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Formulir Laporan Pemantauan Tahunan

Unit Organisasi : < isi dengan nama UPR >
Periode Penerapan : < isi dengan tahun penerapan Profil Risiko >

A. PenilaianEfe[,tifitasPenanganan

Level Risiko Sebelumhya Risiko Residual Harapan Level Risiko Aktual
Tren

Risiko
Deviasi/

Kesenjangan
LK LR LK LD LR LK LD LR

<diisi dengan p orrtas
Risiko ditangani <Risiko
Utama> sesuailormulir
profil dan peta Risiko> <diisi sosuai hasil evaluasi

Risiko pada formulir profl dan
peta Risiko>

<diisi 9€suai Risiko residual
yang diharapkan sesuai

formulir p€nanganan Rbiko>

<diisi sesuai Risiko
berdasarkan hasil

pengukuran Risiko rcfusl
setelah penanganan Risiko

dijalanken>

<diisi berdasarkan
apakah terdapat
p€nurunan atau

p€ningkatan L6vel
Risiko da

sebelumnya d6ngan
aktual>

<diisi berdasarken
apakah t6rdapat
Penunrnan atau

p6ningkatan Level
Risiko dari harapan

dengan aktual>

<diisideng.n
rekomondasi

p€nanganan pe ode
berikutnya>

Keterangan : LK r Lovol Kemungkinan; LO: L€vel Damprk; LR : Level Risako

B. Peta Hasi Penrnganan

Matrik Anslasis
Risiko
5x6

L€velDampak

1 3 4 5

Tidak
Signifikan

llinor Signifikan Sangat
Signilikan

ii

!,l
F

r
I
E

Y

1
Hampir Pasti

Teriadi
'15 18

2 Sering
Terjadi

12 16 19

3 Kadang
Terjadi

4 14 rz)
Jarang
Terjadi

2 13

5 Hampir Tidak
Terjadi

1 3 5

LO I

9 B

)6

10

ol
I

11

24

21

f22

I

z)€
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3) Periode dan penalggung jawab pelalsanaan pemantauan di lingkungan
Pemerintah Provinsi sebagaimana tabel berikut:

Periode Pelaksalaaa Pemaatauan

c. Reviu
Reviu dilakukan terhadap implementasi Manajemen Risiko. Reviu ini
bertujuan melihat kesesuaian pelaksanaan dan output seluruh Proses
Manajemen Risiko dengan ketentuan yang berlaku. Reviu ini
dilaksaaakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi.

d. Audit Manajemen Risiko
Audit Manajemen Risiko dilakukan oleh Inspektorat sebagai aparat
pengawas intern Pemerintah Provinsi. Audit meliputi kepatuhan terhadap
ketentuan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi dan
meninjau efektivitas serta kesesuaian perlakuan Risiko yang ada.

2. Dokumen Manajemen Risiko
a. Piagam Manqlemen Risiko

1) Dokumen ini merupakan pernyataan pemilik Risiko dalam
melaksanakan Manajemen Risiko yalg dilampiri dengan Formulir
konteks Manajemen Risiko, Formulir profii dan peta

2) Risiko, dan Formulir penanganan Risiko.
3) Format piagam Manajemen Risiko sebagai berikut:

Format Piagam Manajemen Risiko

No. Ti.ngkat Perlode Pesetta Rapat Pemaatauaa Peaanggung Jawab

1 Komite Triwularr KMR dan Seluruh Pemilik Risiko Ketua Komite
Pelaksana

2 UPR Tri*rrlan
p6rnilik Risiko, para Pejabat Adlairlistrator.

dan para Pejabat Pengawas Koordinator Risiko

PIAGAM MANAJEMEN RISIKO

...<diisi dengan nama unit pemilik Risiko>
... TAHUN ... ...<diisi dengan tahun penerepan profil Risiko>

Dalam rangka pencapaian sasaran pada unit... ..., ...<diisi dengan nama UPR>..., saya
menyatakan.

1. Piagam Manajemen Risiko ini merupakan hasil penuangan pelaksanaan Proses
Manajemen Risiko yang meliputi konteks Manajemen Risiko, profil dan peta Risiko, serta
rencana penanganan Risiko.

2. Pelaksanaan proses tersebut telah dilakukan dengan melibatkan seluruh jajaran dalam unit
organisasi yang saya pimpin dan sesuai dengan ketentuan terkait penerapan Manajemen
Risiko yang beriaku di lingkungan Pemerintah Provinsi.

3. Rencana penanganan Risiko yang dituangkan dalam piagam ini akan dilaksanakan oleh
seluruh jajaran dalam unit organisasi yang saya pimpin.

4. Untuk mengingatkan efektivitas penerapan Manajemen Risiko, akan dilakukan pemantauan
dan reviu secara berkala dengan melibatkan seluruh jajaran dalam unit organisasi yang
saya pimpin.

tempat ...,... tanggal penetapan
Ditetapkan oleh:

<ttd pemilik Risiko>
<Jabatan Pemilik Risiko>
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Tlngtat Porlodc Pcnyempalan Ketorangan

Komlte Leporrn dleaopdkan olch Ketua Komite
Pelaksana kepada Gubernur

UPR Laporan fisarnpaika?l elsh Pemilik
Risiko kepada Ketua Komite Pelaksana

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Uraian
Pcristiwd

Evonb

Waktu
Teriadinya

Lokrsi
Kejadian

Antlisit
Pcnyeb.b

Dcakripsi
Dampak

Rincian
Prrlanganan

Kondisi
Setelah

Penanganan

(dlisi dengan
t!ngCal
pancalltrn

<diididengan
!raian
p.rirthm
Risiko yeng
t6riadi>

<diisl dengan
lok si
t rj.dlny!
Risiko>

<ibi d.ngan
pony.b.b
t rJ.dlriy.
Rblko
ler!6hr>

<dii.l deno.n
d.mp.k
t.dadlny.
Risiko
tdssbut>

<diili d.ngan
kegl.l.n
pan6n0anan

terjadinya
Rislko
tersebut>

<diisiden0an
kondisi..tcleh
dilekukan

Penanganan
t6rsebd>

f H. HERMANDERU

b. Laporan Manqjemen Risiko
1) Laporan Manajemen Risiko merupa-kan dokumen yang menyajikan

informasi terkait pengelolaan Risiko kepada pemangku kepentingan.
Informasi tersebut berguna sebagai bahan' pertimbangan dan data
dukung dalam pengambilan keputus€ln serta umPan balik terhadap
pelaksanaan Manajemen Risiko.

2) Bentuk-bentuk laporan Manajemen Risiko meliputi:
a. Laporan pemantauan;

Laporan ini terdiri atas laporan pemantauan triwulan (Formulir
laporan pemantauan triwulan) dan laporan pemantauar tahunan
(Formulir laporan pemantauan tahunan).

b. Laporan Manajemen Risiko insidentil; dan
Laporan ini disusun apabila:
(1) terdapat kondisi abnormal yang perlu dilaporkan segera

kepada pimpinan untuk memberikan masukan mengenai
rencana kontinjensi;

(2) terdapat permintaan dari pimpinar untuk memberikan
masukan berdasarkan analisis dalam pengambilan suatu
keputusan atau kebijakan tertentu; dan

(3) Bentuk dan isi laporan Manqjemen Risiko insidenta-l
disesuaikan dengan karakteristik, sifat, dan kondisi yang
melatarbelakanginya.

c. ross Euerrt Database (LEDI.
(ll LED merupakan dokumen yang berisi catatan Risiko yang

terjadi pada tahun berjalan baik yang telah diidentifikasi dalam
Frofil Risiko maupun tidak.

(21 Informasi yaxg dimuat meliputi Risiko yang terl'adi, dampak
yang ditimbulkan dan upaya yang telah dilakukan. LED
diperba,harui setiap munculnya kejadian dan dituangkar dalam
format sebagai berikut:

c. Mekanisme penyampaian dokumen Manajemen Risiko sebagaimana tabel
berikut:

r Lrporarr PleSera
Manajemen Risiko:

31 Januari
. Laporan pemantauan:

triwulanan dan tahunan

<diisl d.ngan
wal(u
t.rjrdlny.
RLiko>

E-;;l
I 

Pencararan
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